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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara membutuhkan sumber penerimaan untuk membiayai pengeluarannya, 

salah satu sumbernya yaitu pajak. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) yang disahkan oleh pemerintah, sumber penerimaan negara 

terdiri dari Penerimaan Negara dari Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP). Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu pendapatan negara seperti dari 

hasil tambang, perdagangan, dan lain-lain. Tetapi sumber penerimaan dari bukan 

pajak, jumlahnya tidak signifikan dan penerimaan dari pajak selalu meningkat 

setiap tahunnya. Peningkatan penerimaan pajak tersebut untuk membiayai 

keseluruhan pengeluaran pemerintah dalam pembangunan nasional yang akan 

dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Pajak mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan 

pembangunan, dan pajak juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan 

ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Selain itu, untuk mencapai penerimaan 

pajak tersebut diperlukan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan 

kepedulian membayar pajak. Hal tersebut sebagai wujud semangat gotong royong 

masyarakat dalam pembangunan nasional. 

Penerimaan pajak setiap tahunnya cenderung meningkat, walau belum 

sepenuhnya memenuhi target 100%. Dalam APBN tahun 2020 pemerintah 

menentukan target penerimaan dari pajak sebesar 1.865,7T dengan tax ratio 



2 
 

 
  

11,6% PDB. Target penerimaan pajak akan tercapai apabila Wajib Pajak  

sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak. Namun pada kenyataannya, 

kesadaran dari Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya 

masih rendah. Disisi lain jumlah Wajib Pajak di Indonesia masih sangat kecil 

dibanding dengan jumlah keseluruhan penduduk di Indonesia. Kesadaran 

kewajiban membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar 

pajak salah satunya adalah kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk 

partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.  

Tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pembayaran pajak tergolong 

masih rendah. Hal ini bisa dilihat dari tax ratio dari tahun ke tahun, 2015 (9,19%), 

2016 (8,91%) dan pada tahun 2017 (8,47%). Bisa dikatakan bahwa tingkat 

pembayaran pajak di Indonesia tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Ada 

beberapa faktor yang menyebabkan tingkat kesadaran masyarakat untuk 

membayar pajak masih rendah, diantaranya; masyarakat tidak taat pada UU 

perpajakan, kurang percaya pada aparat pajak, membayar pajak belum menjadi 

budaya dalam masyarakat, dan anggapan masyarakat tidak terbukanya pemerintah 

terhadap penggunaan uang pajak. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah 

khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) harus memberikan perhatian dan 

penanganan yang serius dalam pengelolaannya. Usaha memaksimalkan 

penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jendral Pajak 

maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para Wajib Pajak 

itu sendiri.  
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Sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat (1), Pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang kepada orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa, bagi negara diatur dengan UUD tanpa imbalan atau balas jasa, yang 

sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, 

pemahaman masyarakat mengenai peraturan perpajakan sangatlah penting, 

dalam membangun kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak untuk membayar 

pajak. Melakukan sosialisasi tentang pajak, meningkatkan mutu pelayanan 

kepada Wajib Pajak dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak 

merupakan beberapa langkah yang dapat membangun kesadaran dan 

kepedulian serta sukarela Wajib Pajak. 

Sesuai ketentuan perpajakan yang ada, sistem perpajakan yang dianut di Indonesia 

adalah Self Asessment System yaitu masyarakat secara mandiri mendaftarkan 

sendiri sebagai Wajib Pajak selanjutnya, menghitung, menyetor, dan melaporkan 

sendiri pajak yang terhutang. Setelah itu, Direktorat Jendral Pajak melakukan 

pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat atas pelaksanaan ketentuan 

perpajakannya. Oleh karna itu sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui 

ketentuan umum dan tata cara perhitungan dan pelaporan yang berlaku. 

Namun ada kekurangan dalan sistem ini salah satunya karena Wajib Pajak 

memiliki wewenang untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, 

maka biasanya Wajib Pajak akan mengusahakan agar dapat menyetorkan pajak 

sekecil mungkin. Untuk mengurangi adanya kecurangan dalam sistem Self 

Asessment, maka ada sistem lain yaitu Witholding system yaitu suatu sistem 

pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus 
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dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak 

yang terutang oleh Wajib Pajak.  

Pada witholding system wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada 

pada pihak ketiga, contohnya pemotongan pajak penghasilan karyawan yang 

dipotong oleh bendahara instansi terkait jadi karyawan tidak perlu lagi ke KPP 

untuk membayar pajak atas penghasilannya. Jenis pajak yang menggunakan 

witholding system di Indonesia diantaranya yaitu Pajak Penghasilan  Pasal 21, PPh 

Pasal 22, PPh Pasal 23, PPN dan PPh Final Pasal 4 ayat (2).  

Ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur pemotongan pajak 

atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan 

Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau 

penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 

yang dibayarkan (Moch. Didi  Setiadi dan Imam Akhadi, 2017). Pajak 

Penghasilan Pasal 23 dikenakan saat adanya transaksi antara penjual (penyedia 

jasa) dan pembeli (penerima jasa). Penjual akan dikenakan PPh Pasal 23 dan 

pembeli yang memakai jasa akan memotong PPh Pasal 23 dan melaporkannya ke 

Kantor Pajak. 

PT XYZ merupakan salah satu perusahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

bergerak dalam Jasa Percetakan ini pasti akan melakukan pemotongan terhadap 

tagihan yang mereka bayarkan kepada lawan transaksi mereka. Untuk 

melaksanakan kewajiban perpajakannya diperlukan mekanisme yang sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan perubahan perundang-

undangan perpajakan yang membawa dampak perhitungan dan pelaporan pajak 
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secara benar, dan memudahkan Wajib Pajak dalam proses perpajakannya, 

diharapkan Wajib Pajak dapat menjadi lebih patuh dan melaksanakan kewajiban 

perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 

       Berdasarakan uraian diatas maka penulis tertarik unuk mengambil judul tugas 

akhir yaitu “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa 

Percetakan pada PT XYZ”. 

1.2 Permasalahan 

1.2.1 Pokok Permasalahan 

Pokok permasalahan yang akan di identifikasi dengan Laporan Tugas Akhir 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan mekanisme perhitungan/pemotongan Pajak Penghasilan 

Pasal 23 atas Jasa Percetakan pada PT XYZ. 

2. Bagaimana penerapan mekanisme penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas 

Jasa Percetakan pada PT XYZ. 

3. Bagaimana penerapan mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas 

Jasa Percetakanpada PT XYZ. 

4. Bagaimana prosedur pemotongan dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 

pada PT XYZ. 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

       Mengingat luasnya pembahasan masalah yang tercakup dalam PPh Pasal 23, 

maka penulis membatasi pembahasan pada PPh Pasal 23 atas Jasa Percetakan 

pada PT XYZ tahun 2019.  
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1.3.1 Tujuan Penulisan 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam Laporan Tugas Akhir (LTA) ini 

yaitu : 

1. Untuk mengetahui penerapan mekanisme perhitungan/pemotongan Pajak 

Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Percetakan pada PT XYZ. 

2. Untuk mengetahui penerapan mekanisme penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 

23 atas Jasa Percetakan pada PT XYZ. 

3. Untuk mengetahui penerapan mekanisme pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 

23 atas Jasa Percetakan pada PT XYZ. 

4. Untuk mengetahui prosedur pemotongan dan pembayaran Pajak Penghasilan 

Pasal 23 pada PT XYZ. 

1.3.2 Manfaat Penulisan 

Manfaat yang penulis susun dalam karya tulis ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Dapat menambah ilmu pembelajaran dan informasi terkait bagaimana 

penerapan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 

di PT XYZ. 

2. Bagi Universitas 

Menambah referensi bagi dunia akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

UHAMKA yang berkaitan dengan prosedur withholding tax system Pajak 
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Penghasilan Pasal 23 Wajib Pajak Orang Pribadi yang sesuai dengan penerapan 

peraturan perpajakan yang berlaku. 

3. Bagi Perusahahaan 

Hasil Laporan Tugas Akhir ini dapat digunakan sebagai bahan informasi yang 

dapat dipakai sebagai bahan analisis untuk menambah ketentuan dan kepatuhan 

serta meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) perusahaan dalam 

menjalankan kewajiban sebagai Wajib Pajak. 

1.4 Metode Penulisan 

1.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis menggunakan metode yang 

dijadikan sarana mencari informasi berkaitan denngan pokok bahasan. Metode 

yang digunakan adalah : 

1. Studi Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca dan 

menelaah berbagai literatur, buku, peraturan, artikel, jurnal termasuk dari 

media internet yang berhubungan dengan materi Laporan Tugas Akhir dan 

mendukung pembahasan masalah. Hal ini diperlukan untuk memperoleh 

landasan teori sebagai dasar pemahaman yang akan digunakan untuk 

menganalisa masalah yang akan dibahas dalam Laporan Tugas Akhir. 

2. Studi Lapangan  

Penelitian lapangan dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa data 

berkaitan dengan objek penelitian. Metode ini dilakukan dengan cara 

melaksanakan kuliah kerja profesi (Magang) di Perusahaan Umum Percetakan 
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Uang Republik Indonesia (Peruri) untuk mendapatkan data dan informasi yang 

terkait dengan tujuan penelitian. 

1.4.2 Metode Analisis Data 

Adapun metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah metode deskriptif 

yang diperoleh dari data sekunder. Metode analis deskriptif adalah bagan yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang telah 

terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan atau mengubah inti dari data 

tersebut (Sugiono, 2017:147). 
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